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PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 
NOMOR : 01 TAHUN 2005
 

TENTANG
 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Menimbang a	 nahwa dP'IIClcHl (elrlh cllkeluClrk;:Hlnyrl p(?rrl!UICln DaerClh nornor 9 !C"lhllr 200~ ~rntcJnCJ i7in lJSCl1~ 

,J d:~cl i\Olt:i lruksi, ellpel I )~I e1119 pC11 LI I11C 1lC) lC:1pkclll Petu IIJLI k f"Jel a ksanaarnya; 

b	 bcilwvZ1 sc:hubung81l dCIl~JCHl m;lksud huruf a diatas, perlu menetClpkan Per'aturan Bupu!i tentanl~ 

tara C;:lI"(1 pelTlberian 17in Usahr1 JC1Sci Konstruksi; 

" Mcngingat	 lJIH].IIH) lllllLllIU I~CIJllI)llk Il1CluI1C~il;1 NUlllurl S Tahur 199 l81llJIlg PelJClk Delere-ill clan Retnbusi 
Daerar (Lernbaran l\Jegara Republik Indonesia Tarlun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomr 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembar2~ Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

2.	 Undang-undang Republik Irdonesla Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817): 

3.	 Undang-ul~dang Nomor 12 Tahun 1!j99 tentang Pembe'ltukan Kabupaten Daerail Tingkat II 
Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampullg Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 46, Tamoahar l.ernb-rar Negara Nomor 3825 ); 

4.	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833 ); 

5,	 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggal'a Negara Yang Bel'sih, bebas dari 
Korupsi Kolusi clan Nepotisme ( t.embarar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan t.emoara
Negara Nomor 3851 ): 

6,	 Undang-·umJang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah ( Lernbarar Negara 
TaillJrl 200,1 Nomor125, Tambah;=m Lembarall Negara Nomor 4437);
 

F)CI'cltlllclll I)crncwltall 1\8publlk Illdonesia Nomor 28 Tahun 2000 tenlcmg usaha dan Peran
 
Masyarakat Jasa KOllstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
 
Tambahar l.crrbarar Negara Re:Jublllndonesia Noomol 3955 J '
 

8.	 Peratur-an Pernenntah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (l.ernbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik .ndones.a NomOI" 3956) : 

9.	 Peraturan Pemerintah Republik mdonesia Nomor 30 Tanur 2000 telltang Penyelcnqqaraan 
P(:lllhln;l;m ,Jrl~:;;l f<()lt~(I-llk:;1 (I (:11II1i1I';-ln ~j(:CJ;1ri-l R(;~)III)lil< Im!or1o:;in T(l111Jrl i()OO Nornor f):i, 
Tambahan Lembar"clll Negara [~epubllk Indonesia Nomor 3957 ) , 

10,	 Peraturan Pemerintah Reputlik IncJonesia Nomor 66 Tahur: 2001 tentang Retl"ibusl Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tarrbahar Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4139 ): 



11.	 Keputusall Pl?slden Republik lnconesia Nornor 80 TdlllJn 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barong/Jasa Instansi Pemerintah: 

12.	 Keputllsan fVenteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 369/KPTS/M/2001 tentang 
Pedoman Perrberian Izin Usaha Jasa I<onstruksi ; 

13.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampulg Timur ~jomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Daeral1 f<C:l!Jupatell sobaqa Dacrah Ctonom.; 

14.	 Peraturar Daerah Kabupaten Lampung Timur r~omor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Orqanisas dan Tata Kerja Sekretariat lJaerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan; 

15	 Peraturan Daerah Kabupaten l.arnpunc Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Jasa 
Konstru kSI: 

Memperhatikan	 Hasil Rapat Tim KaJian Hukum tanggal3 Maret 2005 Perihal Penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pemberiall Izin US2ha Jasa 'r<OllStrllksi 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan	 PERATURAN BUPAll LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA 
KONSTRUKSI. 

B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan 8upali Ini yi:lng dimClksud clen~an 

2.	 Pemerintah Oaerah adalah Pemermtah KalJupaten l.arupunc Timm. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 

4.	 Ijin adalah Ijin Usaha Jasa KOilstruksi 

5.	 Perusahaan adalah Badan Usaha yang berqcrak dlbidailg Pelayanan Jasa Konstruksi yallg m?liputi 
Perusahaan Oalam Negeri maupLin Per .rsahaar asino 

6.	 Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa KOllstruksi Perencanaan PekerJaall KOllstruksl Layanan Jasa 
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konstruksi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. 

7.	 Pekerjaan Konstruksi acalar Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan nercncanaar dan I atau 
Pelcli\scHl aan IJescl"l<J IJ011gawasar yCl!'lg mcncr ku p pekerjacln arslcklLH, Sipi', mekclll ika I, elck lrlkal, 
irstalasi dan tata lingkungan masin~l-masirlg beserta kelengkapannya untu k mewujucJkan sualu 
bangunan atau ben'uk fisik 'ainnva 

8.	 Pengusaha aclcllclh I)engusaha ycmg berqerak cJilJidclllg Jasa KOllslJuksi 

r)	 I \; II Ii; III I I( '" II); I' ]( II Ii I, 1'1 . II I; II, 111 II" 1111, III I 'I '1111 ), II1I III1 I, III :;1' 1\ II,' I, II I. Ii I J ,II 'I " 1'1 I',;II) III ), \!( ! II I ;11111 )III Ii Ill111l11 
YiJII U(IllL111 J LI k () I(~11 UIII ); 111 ll11lli k II II "I IY(,' I(~' I )I JI J ' \ 1: iI<- ( 11 I !) I () ::; (~S ; I( II1111 11:--; II i \~, P(\ IH ~ I I)ILIII IJ II I 

10.	 Retribusi adalah sejum'ar pernoavarar car perusahaar untuk memohon ijin. 

11.	 Kas Oaera h aela IClh Kas Pemel~1 ntah OClel'a h La mpllng Ti rrUI' pad a PT. Ban k Pe mba Ilgunan Daera h 
Kabupclten LampLmg TillllJl' Caball~l Kola Mclm eli Slikadana. 

12.	 Asosias adalat Ol'gClnisclsi Pmfesi YClIl~ mClllpakCln wadah parr penqusaha jasa konstruksi 

13.	 SertifikcJsi adalah proses penilaian urtuk melldapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi 
atas kornpetensi (1;111 kcrnClmpll;lll usaha eli biclallg J(1Scl «mstruksi YClIlQ berbentuk usaha perseorangan 
atau badan usaha 



~4	 Sertifikat ::ldalah tancla ouk! pengakuan da'arr penetapan kloslfikasi dan kualifikasi atas kompetensi 
dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbsntuk usaha orang perseorangan atau 
badan usaha 

15,	 Lembaga adalah orgarisasi sebaqairr.ar.a oirnaksi.c dalam Undang - Undang nomor '18 tahu« 1999 
tentang jasa konstruksi, yang bCI-\uJllarl untuk llIengembangkan kegntc.1ll jasa kOllstruks; nasiona'. 

16,	 Klasifikasi adalah bagian kegiatan registras llrltuk rnenetapkan per,ggolongan usaha di bidang jasa 
konstruksi menurut bidang dCln sub bidang pekerjaan atau golongn p~ofesi keter-ampilall dan keahlian 
kerja orang perseorangan di bldang jasa konstruksl menurut disiplin keilmuan dan atau keterampllan 
tertentu dan atau kefungsian dan atau keahllan maslng-masing 

17,	 Kualifikasi adalah bag ian kegiatan re~listrasi 1I ntuk mene.aokar penggolong an usaha dibir ~lng jasa 
konstruksi menurut tingkat I kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi 
keterampilan dan keahlian kerja orang per seorangan di bidang jasa konstruksi profesi dan keahlian, 

18, Akreditu,:)\ adalah suatu proses per ilaian yan~1 dllakukan oleh lembaga terhadap , 

a,	 Asosiasi perusahaan jasa konstruk~;i dan asosias dan profesi jasa konstrJksi atas kompetensi dan 
kinerja asosiasi untuk dapat melaku<an sertifikasi anggota asosias atau ; 

b	 Institusi pendidikan dan pelatihan iasa kcnst-uksi atas kornpetensi dan kinerJa ms'irusi tersebut 
untuk dapat rnenertitkao ser-tifika( keterampllan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja 

19, SKRD adalah Surat Ketetapan Retribus Daerah, 

20,	 STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

B A B II
 
MAKSUD DAN TUJUAN
 

Pasal 2 

(1)	 Maksucl Peralur-all Bupall ini acJalah sebaqa petullJuk pelaksanaan Peraturan Oaerah Nomor 9 Tahun 
2004 te nta ng Izi11 LJ Scill a Jasa KOllslru kSI 

(2)	 Tuuar Per-Cltulal~ Bupa:1 IIlI adalah lJrltuk 'llellenlukan tnqkatar dan bldang jasa kontr-uksi da 
per-usahaclll pad;:] lahap peleiallgcHl maupu. peiaksanaannva sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan 
konlruksi yang dlleicmg. 

BABill
 
RUANG L1NGKUP
 

Pasal 3 

RlI;:lIlq linqkllp Prr;'llllr;w r~'II);lIi 1111 molipuli ' 

1,	 Analisa dampak penyelenqc araan jasa kontruksi, 

2,	 Tata h1I bIIII Cl an Ir- (l II c; ell< c; io11 at 

Pasal 4 

(1)	 11( 11(11;11111; 11 1 1\;\11 111'\,11";;11),1.111 1'll\'I'lj,I,111 11,111\,;1 I\;I\!,II Ilill'llll llillil 1)(1111';;111;\;111 1/;\11\1 1\\(!I'\fllllllli 

1)(.q~'Y'II"I:llllt:I,lllllllilll(11'IY,II;i1\;111111111~1 :,t:llil~),11 !lUIIII:II;IIIU IUlrllHJ uk:l) 1)(Jllll\(lltj(lI\~J 

(2)	 Persvaratan lelana ditetapkan oleh Pemimpin Proyek I ~P2enl..l\.adJ"qjJ,Julln~aJ:'>AJlnlJJaaJ..!:a1LraQlIJ~ -------- 



(4)	 Pelaksanaan peke" ~ ~.- .~- s ~ ~r 

a.	 Perencatlaan 
b.	 Pelaksanaan 
c.	 PengawasCln 
d.	 Pemanfaat2,n / Penggunaan hasll pekerJaan (proyek) oleh oerrulk pekerjaan. 

B A B IV 

PERIJINAN 

Pasal 5 

(1)	 Setiap pengusaha yang a~an menglkuti pelelangan pekerJaan wajib memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi. 

(2)	 Ijin berlaku selama 3 (tig~) tahuli sejak dikeluarkar dan diperbaharui untuk periode waktu Jiang sama 
sepanjang masil mclzlkukz)jl, uSelllci cii blcL:mw'yZ1 socara Ilyata dengal'l menqikuli pcrclanqar oekerjaar 
secara aktif maupun melaksanakan peke-jar da:-! kemenangan lelang yang diperoleh. 

(3)	 Ijin berlaku untuk mengikuti pe!r:langan eli seillruh \Jvilayah Republlk Indonesia. 

(4)	 Ijin tidak dapat cl!Cllihkan kepClclcl pdlak lair cJl~ngan aiasar apapun, kecuali dengan perse.u'uar tertulis 
dari Bupati. 

(~))	 I \lll)(lI\ Ili11J111 IIH'IIIII:li:ij,I:;II\illl 1)(:111:1\111,111 [\,111 IJI:II,IIHlillilll(),II\ 1I1I1 I Il1I),1I1 k{~I):t(lil 11(!Jill)111 I'I,'IIIUIII)!;III 

oaera Ii yang cJ iturJuk. 

(6)	 Ijin hanya diberikan kepada perusdhaan y~ng berdomisili di Kota/luar Kota yang memiliki Kantor 
Cabang eli dael-ah 

(1)	 Untuk mencJapatkclll iJill penqus..ha liClI-US !llengaJukarl oermohona- tertulis kepada Bupali denqar 
dilengkapi persyaratan • 

a. Persyaratan Umum 

1). Berbadan Hukum Indonesia 

2). Tidak dalam keadaan Likuidasi atau Pailit 

3). Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah yang diketahui oleh Camat seternpat 

b. Persyaratan Khusus 
Bagi Badan Usaha Asing 

1). Memiliki iJin dan Pemerintah lndo-iesia 

2). Mernilik Kantor Perwakilan eli Indolll~sia 

3). Memllikl TancJa Registras', Badan U:;aha yang di keluar'Kan oleh lembaga Jasa Konstruksi 

4) Membcl!kclil laporar kC~]!(ilc1Ii t(lllllllJll bag! pcrpanjarqar 

5) Memenuh! kelelituarl yallQ dipersvaratka oleh undang-uncJang Jasa Konstruksl yang berlaku di 
IlldollC~'cl 

c. Persyaratan Adrnirstras _ 

1) Mengisi dengan benar dan menanda tangani formulir permohonan yang disediakar oleh 
Pemerintah Daerah c/q Bagian Pembangunan. 

2). Memperlihatkan Asli dan melampirkan masing-masing satu (1) lembar foto copy 

(2.1). Akta Pendlrian PerlJsahaan berik.rl Perubahannya 

(2.2). IJil1 Und ang-u ncl cmg gang~Juan (H 0) 

(2.3). NomOI" Pokok Wajib Pa,ak (NPWP) 

(2.4). Pas Fhoto Penanggung Jawab Perusahaan Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lernbar 



(2)	 Setelclh selul'lih pcrsvaralar clll!'~lkslJd pada avat 1 dipenulu maka dalarr waktu paling lama empat 
,)( ll; r: II: \ I I '; (11, II, ',III ( ,( I: II 1)( 1I 1111 )1\ r ,r ! III! ,i I \ '; \ I( I;111 (IiI" ()III:11'1<: 111 ol (11, II, \II); 11 i 

(:I)	 UlI!l;lli (lrqlil! 1111'1111)(:111111, IIII! i \.'rlJ!111 y,.I11U IJ(;I,lllggul(II\,1I1 111SlclllSI-IIISlClIISI pUll1ellnlc.lll unu.k 
melakukan klar'i\ikasi pcrrnor or.a 'zln, menerbitkan Berita Acara Klal'ifikasi tentang kelayakan Badan 
Usaha dimaksud oeruna alamat KantJr, per'sonalia dar kelayakan lainnya untuk diterbitkan Izin Usaha 
Jasa Konstruksl, 

Pasal 7 

i-)orrnOIWI)i,lIl izill dil;1I1~Ulillk;:lt1 S(~ll1!:I)l;)I'c) wi)ldu 111<~1 

1.	 Perusallddn sedang dalam sen~~eta huki.:n ddalam/dilua- Pengadilan, 

2.	 Persyaratan permohonan izin belUin diperuh ole! pemoholl, 

Pasal 8 

(1)	 Permollonan Izirl cilo.ak jka pemohon tr:Jak dapat memenulli persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 
6. 

(2)	 Pengusah dapat mengajukan kembali perr'i10honan lzir nva setelah dapat memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dCllam Pasa! 6, 

Pasal9 

Izin d.cabui Jan dinyatclkcw tidak ber'laku lagi jika temyat-a , 

1.	 Keterangan/syarat yallg diajukclll paclcl saat pengaJuall permohonan Izin tidak sesua dengan keadaan 
yang seoenarnYcl 

2.	 Perusahaan telah dibubal'kanidllikuldasl atau oinyaka pal1it, 

3.	 Dengarl Putusan Pengadilan yang be!'kekuatarl huxurr tetap pengusaha telclh dinyatakan 
bersalah/kalah dalam sengketa perdatcl/pidana yang melibatkan perusahaan 

4.	 Pengusaha tidak melakukan elaftar ulang Izin (her,registrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal jatuh tempo dan telah mendapat pel'ingatan terulis 

5.	 Pen 9LJ SahateIC1 Ii mr IakLl kCl Ii kosaIah(111 CL~ll ampeIakSem aanyan~J IIIeng ('I kibatk('I r gag aInya SLJ at1I 

kegiatan / orovek. 

6.	 Pengusaila mengalihkan pelaksanaan pekerJaan utamanya dan atau seluruh pekerjaar kepada pinal: 
iain 

Pasa I 10 

Drngan cliC:ilblltny;1 Ilill rll;II<;1 W:I'lIS;1I1il;111 11(]ilk 1,)(:I'llilk l;lqi rncn~ik'lli pd(;I;1n~Fln / P(:I(lk:~,)ll;l;:ln pokcrjClcH) 

konstruksi eli Daerah eli seluruh wilayar Republik I~elorlesla, 

BAS V 
GOLONGAN RETRISUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 11 

(1)	 Retrlbl;si :ni digolongkan ke dalarr retribusi perlzinan terten:u 

(2)	 Wllayah pemungutclIl retrlbusi ClcJaiah discluru' wilaya': Kabupaten Larnpung Timur. 



CARA MENGUKUI~ TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 12 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan menurut klasifikasi besar/kecilnya perusa-aan 

BAB VII
 
PRINSIP, SAS~\RAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
 

Pasal 13 

(1)	 Prinsip penetapan retribusi adalah : 

a, Menutup sebagian atau sama denqar biaya pengelolaan iJin 

b.	 Tidak menirnbulkan beban biaya yclllg memberatkan pengusaha 

(2)	 Sasaran Penetapan retribusi adalah : 

a.	 Menunjang upaya pengawasan, pellgenclalian, pembinaan serta peningkatan pelayanan pemerintah 
daerah. 

b.	 Menumbuhkan kesadaran pada pengusaha tentang perlunya legitimasi dalarr berusaha ditidang 
jasa konstruksi. 

c.	 Sebagai imbalan atas pelayanan Y2ng diberikan Pemerintah Daerah kepao'a pengusaha. 

BAB VIII
 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Pasal14 

Struktur tarif I'etl-ibusi ditetapkan berdasarkan Klasifikasi : 

a,	 Kualifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi 

b.	 Sub, Bidang dari Usaha Jasa Konstruksi 

Pasal 15 

Kualifikasi clan Sub BicJr=HlrJ USClhcl JZlsa Konstrllksi sebaqairr ana dirraksud pacla pasa 14 aclcllClh sebagai 
berikut : 

1, N,'ell 1\udlill k(r; ,
 

Sampai Dengan 31 Desernber ;~005
 

II 11'1,111;/ I" II II I I" I' ',I I I, I I Illil v: II
 

.') 'I 1'\i 111,1 1\11: III . II' 1.111 (1\i1 I, ',. I, ') I 11111 VIII : ,Ii I ,\ I I lily III 111111/111
 

:\) I \III, ;111 I I:" \I\, I I',( ~ (II (M I , r'JL) , I i,) :1) 11111y; II IIII )\:111
 

Mulai 1 Janua 2006
 

Jasa Pelaksanaan Konstruksi
 

'1) US;llla 1«;1:11 (1< 1, 1<7. Ie))) nslcl 1 rnilyar
 
)) 1\11\\;111 11':;111:11',(11,11 (M I, M~) II,) , :', I1liIV:l! I \ II1i;III
 



o Jasa KOnSlJlli-li'SI 

SclnlpeJi CICI1U;lIl j 1 Dc:sC:I1lI)(~1 2UCh 

1), Usaha KeCil (K) = osid 200 Juta rupiah 

2), Bukan Usaha Kedl (M, B) > 200 juta ru piah 

2,	 Sub Bidan~J Jasa Konstruksi terdiri dari : 

a, Bidang Arsitektur 

Sub Bidang Peilimahan dan Pemu kiman
 

2, Sub Bidang Gedung dan Pabrik
 

3, Sub Bidang Pertamanan
 

4, Sub Bidall~] lnlcric:
 

5 Sui) BicJall~J /\i"sitekllli
 

o.	 Bidang Sipil 

1, Sub Bidang Ol"acnasc dan Jaringan Pengair"an 

2, Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat 

J ~;ul) l3icl,lll~J J,II;lil, JC;lll!);ll,1111<c!c:lil AIJI 

4, Sub Biclanq Bc::'ndung dan Bendunqan 

II : ;1111' \ill, 111 I 1 II,; 111111111, III II" I\N, ill /\11 

G, Sub BlclClI1U lJ(;ll)kl~c.l, !-\;llcl!lelll GdUr11Uclllg dar Tclllah
 

7, SJb Bidang Reklamasi dan Pellgerukan
 

8, Sub Bidang Pembukaan Pemukiman
 

9, Sub Bidang Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan
 

1(J Sub [3Ic!; !llq 1~\;11SJ 1I pcl:);lll lr:1"111 cISII k Iem cl cloeJ 1"1 n9
 

11, Sub Bidang Penggalian I Penambangan
 

'12, Sub Biclcmq I<onslruksi TClmb;-lIlq dar Pernbangkit
 

I:J	 Sul) UIl!;IIIU ~jll)i1I;IIIIIIY,1 

c.	 Bicl;Jllg Mckcmd<ell / !~If:kll"ik(ll 

Sub Bicl anq Tell a Udara I 1\ C
 

>' :;111) nlrl;111(111\',I.II;I~,1 ill (1,111 1:~;C;ll;ll(1[
II 

3, Sub BiclclilU 1<c1islllkclil dar f~el1lballgkil
 

4 Sub BiclcmCj T81"11;11 / BCI"tekClllcHI
 

~) ~;lIb BIc!;lIlC1 ~\J1111Y;lk/C;ls/G(~olh(;nn;11
 

G. 0ub BIC!ilIHJ 1<,(lrl~)II"lIkSI (\Iill !\II~JkLllll:lll r=clSIIIl;lS LepCls I\mlil l 

?, Sub Bidclll~J I<orlstruksi FJerpipaan rv1inyak Gas / Energi 

8 Sub Bicl:lllC] Mc~k;mlk;-II / [1r;kll"ikllll;11IH1Yll 



1, Sub Bidang Bai~~.'-':::- :=e'~=e c.aa ;.,:" 8e'Slti dan Air Limbah 

2, Sub Bidang Perp<>: bail 

3 Sub Bldang Rebolsas PenghiJ3uan 

4, Sub Bidallg f:Jengebor"an Ail Tclrlah 

5, Sub Bid an9 Tata Li n9k.r 9an Iainn ya 

Pasal 16 

(1) Tarif Kualifikasi Usaha Jasz Konstruksi dtetapkan sebagai berikllt: 

Sampai dengan 31 Desembei 2004 

a, Bukan Usaha Keeil (B) Rp 250000,00 

b. Usaha Menengah (M 1, M2) = Rp, 150,000,00 

c. Usaha Keeil (K1, K2, K3) = Rp, 75,00G,OO 
,..... -....., 

Mula i 1 Januari 2006 

a, Bukan Usaha Kecil (M 1, M2, B) .- Rp, 250,000,00 

b Usaha Keell (K1, K2, K3) "- Kp 100, 000 ,00 

(2) Tarif Kualifikasi Jasa Konsultansi (Pengawasan dan ~)ereneanaan) adalah sebaqa beukut : 

Sampai clengan 31 Desember" 2005 

a, Bukan Usaha Kecil (M1, M2 B) Rp 500,DOO,OO 

b. Usaha Keell (K) Rp 200000,00 

(3) Tarif Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksl/Kcnsultansi adalah sebaca berikut 

Sampai dengan 31 Desember 2005 

a. Bukan Usaha Keell ( B ) = Rp, 75,000,00 I Sub Bidang 

b, Usaha Menengah (M1, M2) = Rp, 37.50000 I Sub Bidang 

c. Usaha Keeil (K3, K2, K1) = Rp, 25,00000 I Sub Bidang 

Mulai 1 Januari 2006 

;:1 US(l ha Kor,i I (1<) Rp, 75000,00 ! Suh Biclang 

b, 8ukan USclha f<ccil (M 1, Mi, B) I~p, 37.500,00 ! Sub BicJang 



BAB IX
 

CA~~A PEMUNGUTAN
 

Pasal17
 

(1)	 Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Baglan Pembangunan dan di Administrasikan cle!
 
Ketatausahaan,
 

(2)	 Pemu ng u.ar Retribusi tidak dapat cJ ibo.onc kclrl 

(3)	 Pemungutan Retribusl dilakukar denqar I::ellggunakan Surat Ketetapan Retribusi Oaerah ( SKRO ) atau 
Ookumen lain yang disamakan, 

(4)	 Penendatanganan Sural Ketetapc1ll Retnbusl (SKRO) ditanda tangani oleh Kepala Bagian 
Pembangunan setelah ditellti oleh Kepala Sub Bagian Program Keja, 

BAB X
 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Pasal18
 

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkcw C;urat f<etetapan Retribusi Oaerah ( SKRO ) atau Ookumen 

lain yang dipersamakan berlaku bagi selul'uh izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah berdiri dar belum 

membayar Retr"ibusi Oaerah, 

PASAL XI
 

SANKSI ADMINISTRASI
 

Pasal19 

Dalam hal wajib rell"ibusl tidi::lk rll(;1l1!)ayal' lCprll waklunya alau kurano mcmbavar. clikenakan sanks 

administrasi berupa bunqa sebesar 2 % (dua porsen) setiap bulan dari retribusi leilltan~j atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan SUI'at Tagihan Retribusi Oael'ah (STRO) 

~)ASAL XII
 
CARA PEMBAYARAN
 

'~ Pasal20 

(I)	 1·'()llillll':i \/\/;Ijll' 1111 1;11/,11 11111;1·:/11111.111111111Ill~III!1111111 ':,I:l!llillr 1Iil:llllll',;11111;11l\;\/;1 il"lillilll·, IJr 1I ll n l 1r111 !p l : l il 

~idl;2i(11 

(2)	 Pembayaran Retribusi diakukar cJl I<as Oi::ler'clh atau tempat lain yan ditunjuk oleh Bupati dengan 
Il1CI1n~JlIllZlk(l11 ~;111;1! 1\(:1(:1;11);111 r\('[I'IIJll~~1 n;1(~I;lll (SI<RD) 

(3)	 Kepada Pemohon yang telah membayar lunas retribusi diberikan tanda bukti pembayaran 

11

[II) /\11:11111:1 IH111111.1';'II,111 Ir~IIIIIII':1 '[1111"11',111 rlll'IIII',111:1111/:11111 rli 1llllilll· '1Ir 1ll r),III';1I1 '1\;111;1Ir~llihW;1 v~1Iln 

1[,11, IIIIr'lllli,1 11,11'1 't'I'I ,11,1,11,1' I I 1'1'1,:11 1,,1 1,11'1 i'IIIIII'11 I " ,',1 1,1111 ',rl,,1 11'!li[ ,Il'ji 11I1II1111111 



Pasal 21 

(1)	 Karena alasan tertentu yang dapat dipertan::jgungjawabkan Bupclti atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

mengijinkan pemohon untuk menunda permayaran retribusi yang teutanq dalam jancka waktu tertentu 

(2)	 Penundaan pembayaran Retribusi dir]1;3ksud pada ayat (1) hanya diber'kan satu kali 

BAB XIII
 
TAlA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
 

Pasal 22 

(1)	 Pengeluaran Surat Teguran/peringatanlsurat lainya yang sejenis sebagai aV/al tindakan petaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera s-;;telah 7 (tuiuh) hari sejak Jatuh tempo pembayaran retribusi 
yang ditetapkan dalarr Surat Ketetapan Reribusi Oaer8h (SKRO) 

(2)	 Oalam Jangka 7 (tujuh) hari setelah t;:lIlg~al Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, 
pemohon harus melunasi retribusl yang terutan'J. 

(3)	 Surat T~guran sebaqa'mana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh 
Bupati, 

BAB XIV
 
KERINGANAN, PENG'JRANGAN
 
DAN PEMBEE3ASAN RETRIBUSI
 

Pasal 23 

(1)	 Bupati berdasarkClll permohonclll pemohon dap;:lt memberikan [Jen~lIr;:lrl~rlrl, krrinn;:ln;:ln dan 
pr 1111)(' I); r: ;111 I)I \: .: 1111 y,I II ~ II il )\ I: ;I 

(2)	 Tata caa pernbenan pengurangan keringanan dan pembebasan renibusi sebagaimana dimaksud ayat 
(1) ditetapkan o/eh Bupati. 

(3)	 Surat teguran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oloh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati 
dan atau Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Lampung Timur. 

BAB XV
 

KADALUARSA PENAGIHAN
 

Pasal24 

(1)	 Hak untuk melakuknll penCl~ih;:lfl I"(;!r"ihllsi, kClClr)IIJZlrS(l sclcl()h me\r'll1lpclui jZlIIgkiJ WJI\lu 3 (I.iga) lc:)l'iun 
lerhilung sejak terhu.anqnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2)	 Kadaluarsa Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 

,l	 DiterhitkrHl Sllr;)\ tC:qlll';lIl (llrlll, 

b.	 Ada pengakuan hutang retribus c1ari pemohon baik lanqsunq mC1upUil tidak IclnqslltlCl 



BAB XVI
 

PEMBINAAN, PENI3AWASAN DAN PELAPORAN
 

Pasal 25 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh tim Terpadu. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan ke lokasi perusahaan lokasi 
pekerjaan I memberikan arahar binaan atau petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha, 
yang tertib dan teratur, mernber.kan teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kcpada pelanggarnya 

(3)	 PclapOr(lll !crlt:lll~ [Jr:Il~(;lol;:l;lll [Jr:I(lycm:lll ijill dilakukan oloh B(lgicm 

(4)	 Pelaporan dibuat seuap akhir bulan juli delll desember pada tahun berjahr oleh Pelaksana Administrasi 

Ketatausahaan Bag ian Pembangullan kepada Bupati 

BAB XIX 
KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 28 

Hal-hal yatlg belum diatur dalam peraturan Bipati il'li, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 29 

Peraturan ini mulai berlaku sojak targgal diundcmgkan, 
Agarsetiap orang dapat rncnqetabunya memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah inl dengan 
penempatannya dal2m Berita Daerah Kabupaten Lampung Tirnur 

---_._--- ._.-.._--
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